SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



12.

13.

14.

15.

16.

17.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
0), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor
S), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor
29);



42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.147.380.279.734,53

b. Bertambah Rp. 43.103.639.201,73
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.190.483.918.936,26

2. Belanja

a. Semula Rp.1.432.324.496.638,72

b. Bertambah Rp. 186.588.581.204,58
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.618.913.077.843,30
Defisit setelah Perubahan (Rp 428.429.158.907,04)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 284.944.216.904,19
2) Bertambah Rp. 150.484.942.002,85
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 435.429.158.907,04
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah PerubahanRp. 428.429.158.907,04
Sisa Lebih Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp. 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 166.936.404.103,00
2) Bertambah Rp. 17.163.085.659,18
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 184.099.489.762,18
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 770.952.509.419,00
2) Bertambah Rp. 24.951.268.581,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 795.903.778.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 209.491.366.212,53
2) Bertambah Rp. 989.284.961,55
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 210.480.651.174,08

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 58.000.400.000,00
2) Bertambah Rp. 4.816.131.500,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 62.816.531.500,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 8.181.459.127,00
2) Bertambah Rp. 578.056.800,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8.759.515.927,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 1.061.637.000,00
2) Berkurang Rp. 63.777.411,22
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 997.859.588,78
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 99.692.907.976,00
2) Bertambah Rp. 11.832.674.770,40
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 111.525.582.746,40

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:



a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 104.517.430.419,00
2) Bertambah Rp. 23.106.438.581,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 127.623.869.000,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 634.461.169.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
Perubahan Rp. 634.461.169.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 31.973.910.000,00
2) Bertambah Rp. 1.844.830.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan Rp. 33.818.740.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 50.024.724.212,53
2) Bertambah Rp. 1.643.284.961,55
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah
Perubahan Rp. 51.668.009.174,08
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 115.614.439.000,00
2) Berkurang Rp. 654.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus Setelah Perubahan Rp. 114.960.439.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 43.852.203.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah
Perubahan Rp. 43.852.203.000,00
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a.

b.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 641.514.640.831,72

2) Bertambah Rp. 40.101.949.078.,40
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan Rp
Belanja Langsung
1) Semula Rp. 790.809.855.807,00
2) Bertambah Rp. 146.486.632.126,18

. 681.616.589.910,12

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 937.296.487.933,18

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a.

Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 581.716.043.591,72
2) Bertambah Rp. 23.867.133.095,40

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp

. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 24.962.821.000,00
2) Bertambah Rp. 2.696.165.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.

Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 30.252.261.448,00
2) Bertambah Rp. 5.338.016.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp.
. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 583.514.792,00

2) Bertambah Rp. 143.545.883,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp.

Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 8.057.089.100,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan Rp.

. 605.583.176.687,12

27.658.986.000,00

35.590.277.448,00

72'7.060.675,00

12.057.089.100,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

(1)

(3)

jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 101.836.742.061,25
2) Bertambah Rp. 12.256.883.269.,95
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.114.093.625.331,20

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 334.807.310.816,75
2) Bertambah Rp. 64.705.621.512,64
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp.399.512.932.329,39
c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 354.165.802.929,00
2) Bertambah Rp. 69.524.127.343,59

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.423.689.930.272,59

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 284.944.216.904,19
2) Bertambah Rp.150.484.942.002,85
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 435.429.158.907,04

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
SILPA tahun anggaran sebelumnya
1) Semula Rp. 284.944.216.904,19
2) Bertambah Rp. 143.484.942.002,85
Jumlah SILPA Tahun Anggaran
Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 428.429.158.907,04

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
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Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula
2) Bertambah

Rp. 0,00
Rp.  7.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII.1

Lampiran VII.2

Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-
Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ;

Daftar Dana Cadangan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Walikota.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

pada tanggal 28 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 265-4 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.
MARIA KARANGORA, SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001
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WALIKOTA KEDIRI


PROVINSI JAWA TIMUR


PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR  4  TAHUN 2016

TENTANG


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA KEDIRI,


Menimbang
:
a.
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat
:
1. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);


17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);


22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan   Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);


23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);


25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);


33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);


34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);


35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);


36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);


37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);


38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);


39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6); 


40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7);




41.
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 29);





42.
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI


dan


WALIKOTA KEDIRI


MEMUTUSKAN:


Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1


Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2016  dengan perincian sebagai berikut:


1. Pendapatan



a.
Semula
Rp. 1.147.380.279.734,53


b.
Bertambah
Rp.      43.103.639.201,73


Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.190.483.918.936,26

2. Belanja



a.
Semula
Rp.1.432.324.496.638,72



b.
Bertambah
Rp.   186.588.581.204,58


Jumlah Belanja setelah Perubahan
  Rp. 1.618.913.077.843,30



Defisit setelah Perubahan
(Rp    
428.429.158.907,04)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan


1)
Semula

Rp. 284.944.216.904,19




2)
Bertambah
Rp. 150.484.942.002,85




Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

 Rp.
435.429.158.907,04

b. Pengeluaran


1)
Semula

Rp.                          0,00




2)
Bertambah
Rp.     7.000.000.000,00




Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp.        7.000.000.000,00




Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp. 
428.429.158.907,04


Sisa Lebih Pembiayaan Netto setelah 



Perubahan

Rp.
0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah



1)
Semula

Rp. 166.936.404.103,00




2)
Bertambah
Rp.   17.163.085.659,18




Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 





Perubahan


Rp. 184.099.489.762,18


b. Dana Perimbangan



1)
Semula

Rp. 770.952.509.419,00



2)
Bertambah
Rp.
 24.951.268.581,00





Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 795.903.778.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


1)
Semula

Rp. 209.491.366.212,53




2)
Bertambah
Rp.        989.284.961,55



Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah






Yang Sah setelah Perubahan

Rp. 210.480.651.174,08

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah



1)
Semula

Rp.   58.000.400.000,00




2)
Bertambah
Rp.     4.816.131.500,00



Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp.   62.816.531.500,00

b. Retribusi Daerah



1)
Semula

Rp.     8.181.459.127,00




2)
Bertambah 
Rp.
       578.056.800,00



Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp.   8.759.515.927,00


c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan



1)
Semula

Rp.    1.061.637.000,00



2)
Berkurang
Rp.         63.777.411,22




Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah




yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp.      997.859.588,78  


d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



1)
Semula

Rp.  99.692.907.976,00



2)
Bertambah
Rp.  11.832.674.770,40




Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 







Yang Sah setelah Perubahan

Rp.  111.525.582.746,40

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak



1)
Semula

Rp.   104.517.430.419,00




2)
Bertambah
Rp.     23.106.438.581,00




Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil





Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 127.623.869.000,00

b.
Dana Alokasi Umum



1)
Semula

Rp.  634.461.169.000,00


2)
Bertambah 
Rp.
0,00



Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 







Perubahan


Rp. 634.461.169.000,00



c.
Dana Alokasi Khusus



1)
Semula

Rp.    31.973.910.000,00


2)
Bertambah
Rp.      1.844.830.000,00




Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 







Perubahan


Rp.   33.818.740.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya


1)
Semula

Rp.    50.024.724.212,53


2)
Bertambah
Rp.      1.643.284.961,55


Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 





Perubahan

Rp.   51.668.009.174,08

b.
Dana  Penyesuaian dan Otonomi Khusus



1)
Semula

Rp.     115.614.439.000,00





2)
Berkurang
Rp.            654.000.000,00




Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

 




Khusus
Setelah Perubahan

Rp. 114.960.439.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya



1)
Semula

Rp.      43.852.203.000,00


2)
Bertambah
Rp.                             0,00




Jumlah   Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi 




atau dari
 Pemerintah Daerah lainnya setelah 


Perubahan

Rp.    43.852.203.000,00


Pasal 3


(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :


a. Belanja Tidak Langsung



1)
Semula

Rp.  641.514.640.831,72


2)
Bertambah
Rp.    40.101.949.078,40




Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 



Perubahan


Rp.  681.616.589.910,12

b. Belanja Langsung



1)
Semula

Rp.  790.809.855.807,00


2)
Bertambah
Rp.  146.486.632.126,18



Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.  937.296.487.933,18

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :


a. Belanja Pegawai



1)
Semula

Rp.  581.716.043.591,72




2)
Bertambah
Rp.    23.867.133.095,40




Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 605.583.176.687,12

b. Belanja Hibah



1)
Semula

Rp.    24.962.821.000,00


2)
Bertambah
Rp.      2.696.165.000,00




Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp.   27.658.986.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial



1)
Semula

Rp.    30.252.261.448,00


2)
Bertambah
Rp.       5.338.016.000,00



Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 



Perubahan


Rp.   35.590.277.448,00

d. Belanja Bantuan Keuangan



1)
Semula

Rp.
583.514.792,00


2)
Bertambah
Rp.
143.545.883,00



Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 



Perubahan


Rp.
727.060.675,00

e. Belanja Tidak Terduga



1)
Semula

Rp.
4.000.000.000,00


2)
Bertambah
Rp.
8.057.089.100,00



Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 



Perubahan

Rp.
12.057.089.100,00

(3)
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.
Belanja Pegawai



1)
Semula

Rp.
101.836.742.061,25


2)
Bertambah
Rp.
12.256.883.269,95



Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.
114.093.625.331,20

b.
Belanja Barang dan Jasa



1)
Semula

Rp.
334.807.310.816,75


2)
Bertambah
Rp.
64.705.621.512,64



Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 



Perubahan

Rp.
399.512.932.329,39

c.
Belanja Modal



1)
Semula

Rp.
354.165.802.929,00


2)
Bertambah
Rp.
69.524.127.343,59



Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp.423.689.930.272,59

Pasal 4

(1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a.
Penerimaan 


1)
Semula

Rp.
284.944.216.904,19


2)
Bertambah
Rp.150.484.942.002,85



Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
  Rp. 435.429.158.907,04

b.
Pengeluaran


1)
Semula

Rp.
0,00


2)
Bertambah 
Rp.
7.000.000.000,00



Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.   7.000.000.000,00

(2)
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA tahun anggaran sebelumnya 

1)
Semula


Rp. 284.944.216.904,19

2)
Bertambah

Rp. 143.484.942.002,85


Jumlah SILPA Tahun Anggaran 


Sebelumnya setelah Perubahan
    Rp.
428.429.158.907,04 

(3)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :


Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1)
Semula


Rp.
0,00

2)
Bertambah

Rp.
7.000.000.000,00


Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) 



Pemerintah Daerah setelah Perubahan 

Rp.
7.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;


2.
Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3.
Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5.
Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;


6.
Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;


7.
Lampiran VII.1
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;



Lampiran VII.2
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;


8.
Lampiran VIII
Daftar Dana Cadangan


9.
Lampiran IX
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.



Ditetapkan di Kediri


pada tanggal 28 September 2016


WALIKOTA KEDIRI,



  ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal  28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,



ttd.

 BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 265-4 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya


An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ttd.

MARIA KARANGORA, SH, MM

Pembina Tingkat I


NIP. 19581208 199003 2 001

SALINAN
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